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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kehadiran Kereta Api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet Van Den Beele dengan membangun jalan kereta api di Desa Kemijen Jumat tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J. P De Bordes dari Kemijen sampai Desa Tanggung (25 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan kereta Api antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang-Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat Investor untuk membangun jalan Kereta Api di daerah lainnya. Tidak mengherankan, jika pertumbuhan panjang jalan rel antara tahun 1864- 1900 tumbuh dengan pesat yaitu pada tahun 1867 sepanjang 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, Tahun 1890 menjadi 1427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3338 Km.

Selain di Jawa pembangunan jalan kereta Api juga dilakukan di Sumatera Selatan (1914), Sumatera Barat (1891), Sumatera Utara (1886), Aceh(1874), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah di bangun jalan Kereta Api sepanjang 47 Km antara Makasar- Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan pada tanggal 1 Juli 1923, Sisanya di Ujungpandang – Maros namun belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, study jalan kereta api Pontianak- Sambas ( 220 Km ) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok juga pernah dilakukan study pembangunan jalan kereta api.

Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan kereta api di Indonesia mencapai 6811 Km. Tetapi pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5910 Km. kurang Lebih hilang sepanjang 901 Km, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan di angkut ke Burma unuk pembangunan jalan kereta api di sana. Jenis jalan rel kereta api di Indonesia dibedakan dengan lebar sepur 1067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel kereta api yang I bongkar semasa pendudukan Jepang (1942- 1943) sepanjang 473 Km.

Jalan kereta api yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 Km antara Bayah- Cikara dan 220 Km antara Muaro-Pekanbaru. Ironisnya dengan Teknologi yang seadanya, jalan kereta api Muaro- Pekanbaru diprogramkan selsai pembangunannya selama 15 bulan yang memperkerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintas rawa- rawa, perbukitan serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makam nya bertebaran sepanjang Muaro-Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan kereta api yang tergabung dalam “ Angkatan Moeda Kereta Api” ( AMKA ) mengambil alih kekuasaan perkereta apian dari pihak Jepang. Peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 28 September 1945 dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi campur tangan dengan urusan perkertaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia, serta dibentuknya “ Djawatan Kereta Api Repiblik Indonesia” (DKARI).

Meskipun DKARI telah terbentuk, namun tidak semua perusahaan kereta api telah menyatu. Sedikitnya, ada 11 perusahaan kereta api swasta di Jawa dan 1 swasta (Deli spoorweg Maatschapij) di Sumatera Utara yang masih terpisah dengan DKARI. Lima tahun kemudian, berdasarkan pengumuman menteri Perhubungan dan pekerjaan umum No.2 tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKRI dan “Staat-spoor Wegen en Verenigde Spoorweg Bedrif ( SS/ VS ) digabung menjadi satu perusahaan kereta api bernama “Djawatan Kereta Api” ( DKA ).

Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960, yang menetapkan Kereta Api Indonesia berbentuk badan usaha BUMN. Atas dasar UU ini, dengan peraturan pemerintah No.22 tahun 1963, tanggal 25 Mei 1963 dibentuk “Perusahaan Negara Kereta Api” (PNKA), Sehingga djawatan Kereta api dilebur ke dalamnya. Sejak itu, perusahaan kereta api di Indonesia terkena “Integrasi” ke dalam satu wadah PNKA, termasuk Kereta api di Sumatera Utara yang sebelumnya dikelola oleh DSM.

Masih dalam rangka pembenahan BUMN, pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969, yang menetapkan jenis BUMN menjadi tiga yaitu Perseroan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Jawatan. Sejalan dengan UU yang dimaksud, berdasarkan peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971 tanggal 15 September 1971, bentuk perusahaan PNKA mengalami perubahan menjadi “ Perusahaan Jawatan Kereta Api” ( PJKA ).

Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990, pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA mengalami perubahan menjadi perusahaan Umum Kereta Api disingkat PERUMKA. Sejalan dengan perubahan ststus ini, kinerja Perkeretaapian di Indonesia kian membaik. Pada tahun 1990 PJKA Rugi Rp. 32,716 Milyar, pada tahun pertama kerugian PERUMKA dapat ditekan menjadi Rp. 13,09 Milyar. Tahun kedua turun lagi menjadi Rp. 2,536 Milyar, tahun ketiga Rp. 1,098 Milyar dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Perkeretaapian Indonesia meraih laba sebesar Rp. 13 Juta yaitu pada tahun 1933.

Berikutnya, dalam rangka “Loan Agreement” No. 4106-IND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek dari BANK Dunia, yang kemudian lebih dikenal denhan proyek Efesiensi Perkeretaapian atau “Railway Efficiency Project” ( REP ), dirumuskan langkah-langkah pengembangan Perkeretaapian.

Sasaran pengembangan diarahkan pada peningkatan Efisiensi dan kualitas pelayanan, yang ditempuh melalui 8 kebijakan yaitu:

1. Memperjelas perananan antara pemilik ( owner ), pengatur (Regulator) dan pengelola ( Operator );

2. Melakukan restrukturisasi Perumka, termasuk merubah status perusahaan umum menjadi Perseroan Terbatas;

3. Kebijaksanaan pentarifan dengan pemberian kompensasi dari pemerintah kepada Perumka atas Penyediaan Kereta api non komersial, yang tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah.

4. Rencana jangka panjang dituangkan dalam perencanaan perusahaan (Corporate Planning), yang dijabarkan ke dalam rencana kerja anggaran perusahaan secara tahunan;

5. Penggunaan peraturan dan prosedur dalam setiap kegiatan;

6. Peningkatan peranan sektor swasta;

7. Penigkatan Sumber Daya Manusia;

8. Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Sejalan dengan maksud dari REP tersebut, dengan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1998, pada tanggal 3 Februari 1998, Pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum ( PERUM ) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Proses perubahan status perusahaan dari perum manjadi Persero secara “de- facto” dilakukan tanggal 1 Juni 1999, Saat Menhub Giri S Hadiharjono mengukuhkan susunan Direksi PT. Kereta Api ( Persero ) di Bandung.

Misi perusahaan adalah menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan Stake Holders dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien. 

2.2. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi pada PT. Kereta Api ( Persero ) diatur berdasarkan SK Direksi Nomor Kep. U/OT/XI/2.KA-2002 Tanggal 6 November 2002 tentang susunan organisasi dan Tata kerja satuan organisasi tingkat sub Direktorat bidang dan bagian di lingkungan kantor pusat yang terdiri dari:
1. Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama membawahi direktorat-direktorat.

2. Direktorat Keuangan, yang terdiri dari:
a). Sub Direktorat Anggaran

b). Sub Direktorat Administrasi Keuangan

c). Sub Direktorat Akuntansi

d). Sub Direktorat Sediaan

3. Direktorat Teknik, yang terdiri dari:

a). Sub Direktorat Perencanaan Teknik

b). Sub Direktorat Jalan Rel dan Jembatan

c). Sub Direktorat Tanah dan Bangunan

d). Sub Direktorat Sinyal, Telkom dan Listrik

e). Sub Direktorat Teknik Sarana

4. Direktorat Operasi, yang terdiri dari:

a) Sub Direktorat Lalu Lintas

b) Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Penumpang

c) Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang

5. Direktorat Personalia dan Umum, yang terdiri dari:

a) Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan SDM

b) Sub Direktorat Administrasi sdm

c) Sub Direktorat Organisasi dan Tata Laksana

6. Direktorat Pengembangan Usaha, yang terdiri dari:

a) Sub Direktorat Investasi

b) Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Non Produktif dan Kerjasama Usaha.


Sumber : PT. KAI Daop 2 Bandung

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. KAI DAOP 2 Bandung

2.3. Deskripsi Jabatan

Dalam menguraikan deskripsi jabatan ini, penulis hanya akan menguraikan Bagian direktorat Keuangan yang menyangkut tugas- tugas pokok dalam Direktorat Keuangan serta Sub- sub Direktorat yang membawahinya.

Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), yang mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan, akuntansi dan sediaan.

Pada struktur organisasi, Direktorat Keuangan juga membawahi Sub- Sub Direktorat Lainnya, yaitu:

1. Sub Direktorat Anggaran, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan. Tugas pokok nya adalah merumuskan dan menyusun program anggaran, mengkoordinasikan dan memadukan rencana Kerja Anggaran Perusahaan ( RKAP ), Pelaksanaan otoritas, pelaporan, pengendalian pelaksanaan RKAP.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Anggaran mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a) Pengevaluasian usulan RKA dan pelaksanaan wilayah I ( Daop I, 2, 3, 7, 8, 9 dan Divisi Jabotabek ), serta perumusan kebijakan penyusunan anggaran, pengkoordinasian dan pemaduan RKAP.

b) Pengevaluasian usulan RKA dan pelaksanaan wilayah II ( DAOP 4, 5, 6 Divisi pelatihan dan  Divisi usaha pendukung ), pelaksanaan otoritas dan pengendalian anggaran serta evaluasidan penyusunan laporan pelaksanaan RKAP.

c) Pengevaluasian usulan RKA dan pelaksanaan wilayah III (Kantor pusat), pelaksanaan otoritas dan pengendalian anggaran kantor pusat.

d) Pengevaluasian usul RKA dan pelaksanaan wilayah IV ( Divisi        Regional I SU, II SB dan III SS ), mencakup perhitungan biaya biaya operasi kereta Api.

Sub Direktorat anggaran mempunyai beberapa seksi yang masing- masing dipimpin oleh kepala seksi: 

a). Seksi anggaran 1

Mempunyai tugas pokok mengevaluasi usulan dan pelaksanaan RKA Wilayah I ( Daop 1, 2, 3, 7, 8, 9 dan Divisi Jabotek ) serta merumuskan kebijakan-kebijakan penyusunan  anggaran, mengkoordinasi dan memadukan RKAP.

b). Seksi Anggaran II
Mempunyai tugas  pokok mengevaluasi usulan dan pelaksanaan RKA Wilayah II ( Daop 4, 5, 6, Divisi pelatihan dan divisi usaha pendukung ), melaksanakan otoritas dan mengendalikan anggaran serta evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan RKAP.
c). Seksi anggaran III

Mempunyai tugas pokok mengevaluasi usulan dan pelaksanaan RKA Wilayah III ( Kantor pusat ), melaksanakan otoritas dan mengendalikan anggaran kantor pusat.

d). Seksi anggaran IV

Mempunyai tugas pokok mengevaluasi usulan dan pelaksanaan RKA Wilayah IV ( Divisi regional I SU, II SB dan III SS ), mencakup perhitungan biaya Operasi Kereta Api.

2. Sub Direktorat Administrasi Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Sub Direktorat yang bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan. Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan dan mengelola tata kas Besar Kantor Pusat, melaksanakan Evaluasi pembayaran Internal dan Eksternal, mengendalikan dan mendistribusikan  dana serta mendayagunakan kas perusahaan, menyelesaikan administrasi asuransi, serta memantau penyaluran dana pembinaan usaha kecil dan Koperasi ( PUUK ).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Administrasi Keuangan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

a) Penelenggaraan tata laksana perbendaharaan dan pengelolaan tata usaha Kas Besar Kantor Pusat. 

b) Pelaksanaan Evaluasi pembayaran Internal dan eksternal di kantor Pusat.           

c) Pengendalian dan Distribusi dana, serta pendayagunaan kas perusahaan.

d) Penyelesaian dan laporan Asuransi, pemantauan penyaluran dana PUKK dan kesekretariatan Direktorat Keuangan.

Sub Direktoart Administrasi Keuangan terdiri dari empat seksi masing- masing dipimpin oleh seorang kepala seksi:

a) Seksi Bendahara Kantor Pusat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata laksana perbendaharaan, serta pengelolaan tata usaha Kas Kantor Pusat.

b) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi pembayaran internal dan Eksternal Kantor Pusat.

c) Seksi Pengendalian dan Administrasi Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan mendistribusikan dana, pendayagunaan perusahaan serta penyelesaian  Tuntunan Ganti Rugi ( TGR ).

d) Seksi Asuransi dan PUKK

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Administrasi asuransi serta pemantauan penyaluran dana PUKK dan kesekretariatan Kantor Direktur Keuangan.

3. Sub Direktorat Akuntansi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggungjawab kepada direktur keuangan. Tugas pokoknya adalah merumuskan dan menyusun Akuntansi umum, Akuntansi Biaya, Akuntansi Verivikasi Kas, Akuntansi pendumung dan Perpajakan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pembuatan laporan keuangan kantor Pusat, penyusunan laporan keuangan perusahaan, penyusunan laporan ekstern lainnya, pembinaan Akuntansi Daerah serta pengevaluasian pelaksanaan Akuntansi di wilayah I.

b) Pelaksanaan Akuntansi Biaya, pengalokasian pendapatan dan Biaya (Transfer of Payment), pembuatan Laporan Kontribusi Jaringan, serta pengevaluasian pelaksanaan Akuntansi di wilayah II.

c) Pelaksanaan Verifikasi Buku Kas di Stasiun dan KANTOR Pusat, pembinaan Kas serta pengevaluasian pelaksanaan Akuntansi di wilayah III.

d) Penyusunan sistem prosedur Akuntasi, pembuatan Laporan Manajemen, perhitungan penyelesaian dan pelaporan perpajakan, pengurusan Barang Investasi Kekayaan Milik Negara ( IKMN ), serta pengevaluasian pelaksanaan Akuntansi di wilayah IV.

Sub Direktorat Akuntansi terdiri dari empat seksi masing- masing dipimpin oleh kepala seksi:

a) Seksi Akuntansi Umum

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Akuntansi Kantor Pusat, pemantauan dan pengendalian rekening hubungan pembukuan antara Unit Akuntansi di Sumatera, unit Akuntansi di Jawa dan Unit Akuntansi PT. Kereta Api ( Persero ) secara menyeluruh, penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi  PT. Kereta Api ( Persero ), penyusunan Laporan Ekstern lainnya, serta pengevaluasian pelaksanaan Akuntansi di Wilayah I.

b) Seksi Akuntansi Biaya

Mempunyai tugas pokok melaksanakan akuntansi Biaya, pengalokasian Pendapatan dan Biaya ( Transfer of Payment ), Penyusunan Laporan Kontribusi Jaringan, serta Mengevaluasi Pelaksanaan Akuntansi di wialyah II.

c) Seksi Akuntansi Verifikasi Kas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Verifikasi Buku Kas di Stasiun maupun di Kantor Pusat dan Rekening Giro Koranpendapatan Perusahaan, penyiapan Laporan Pendapatan Bulanan, pembinaan pemeriksaan Kas Daerah dan pemeriksa Kas Stasiun, serta mengevaluasi pelaksanaan Akuntansi di wilayah III.

d) Seksi Akuntansi Pendukung

Mempunyai tugas pokok melaksanakan Sistem dan Prosedur Akuntansi, Analisis Laporan Keuangan dan Penyusunan Laporan Manajemen, melaksanakan Perhitungan Kewajiban Pajak, Administrasi dan Pelaporan Perpajakan, pengurusan abrang inventaris Kekayaan Milik Negara ( IKMN ), serta mengevaluasi pelaksanaan Akuntansi di Wilayah IV.

4. Sub Direktorat Sediaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Direktorat yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan sebagian tugas Direktur Keuangan dalam menyusun rencana Pengadaan, evaluasi pelaksanaan pengadaan barang, mengelola L/C dan Tata Laksana Administrasi impor/ inklaring, melaksanakan pengaturan penyimpanan dan pendistribusian barang, serta menghapus sediaan, melaksanakan pembinaan system dan administrasi pergudangan barang sediaan, serta melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) yang melaksanakan tugas pergudangan dan angkutan barang perusahaan antar pulau.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Direktorat Sediaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyususan rencana Pengadaan, evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang, pengelolaan L/C dan pelaksanaan Administrasi Pengadaan Barang impor/ inklaring.

b) Pengelolaan Penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang sediaan, penyiapan pedoman petunjuk penyimpanan dan pendistribusian, serta penghapusan barang sediaan perusahaan.

c) Pelaksanaan pembinaan system ( Pengendalian Administrasi ) sediaan yang mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sediaan yang berada di UPT Gudang persediaan dan Gudang UPT di Jawa dan Sumatera, pelaksanaan Opname dan penyusunan Laporan posisi sediaan, penyusunan buku pedoman harga satuan dan buku spesifikasi teknis barang sediaan, serta pengeluaran laporan jurnal sebagai masukan Bagi system Akuntansi.

Sub Direktorat Sediaan terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Pengadaan


Mempunyai tugas pokok melaksanakan pewrencanaan pengadaan barang dan Eavluasi kebutuhan barang, evaluasi melaksanakan pengadaan barang, mengelola L/C dan melaksanakan administrasi pengadaan barang impor/ inklaring.

b) Seksi Pengendalian dan Distribusi

Mempunyai tugas pokok mengendalikan sediaan barang, merencanakan pendistribusian barang, menyiapkan pedoman petunjuk penyimpanan dan pendistribusian barang, serta penghapusan barang sediaan perusahaan.

c) Seksi Informasi Sediaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran barang sediaan yang berada di UPT Gudang Persediaan dan Gudang UPT di Jawa dan Sumatera, melaksanakan Opname dan menyusun laporan posisi sediaan, menyusun buku pedoman harga satuan dan buku spesifikasi teknis barang sediaan, mengeluarkan Laporan keuangan Jurnal sebagai masukan Bagi system Akuntansi.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan


Aspek kegiatan perusahaan adalah misi pokok menyelenggarakan angkutan secara massal, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang  dalam perekonomian negara. Dalam hal ini selain berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan laba namun juga sebagai alat pemerintah, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana angkutan di atas rel dan usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun sifat, amksud dan tujuan PT. Kereta Api ( Peresero ) berdasarkan / PP No. 57/ 90 yang menetapkan berdirinya PT. Kereta Api ( Persero ) adalah:

1. Sifat usaha PT. Kereta Api ( Persero) adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Maksud dari usaha PT. Kereta Api ( Persero ) adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara massal untuk menunjang pembangunan Nasional.

3. Tujuan usaha dari PT. Kereta Api ( Persero ) meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

a) Menyediakan jasa angkutan yang dapat memberikan manfaat kepentingan umum.

b) Mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dan budaya.

c) Menyelenggarakan fungsi sebagai agen pembangunan demi peningkatan kegiatan perekonomian.

d) Meningkatkan pangsa pasar angkutan dalam kegiatan nya denagn sistem persaingan.

 2.4.1. Visi perusahaan


Terwujudnya Kereta Api sebagai pilihan utama jasa transportasi dengan fokus keselamatan dan pelayanan.

2.4.2. Misi perusahaan 
menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan Stake Holders dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien.
KAUR KEUANGAN





KEPALA KELOMPOK I





URUSAN KEUANGAN





KEPALA KELOMPOK II





URUSAN KEUANGAN





PELAKSANA








4


